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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
1. Konsonan
Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinyake dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol | Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

< s\a s\ es (dengan titik di atas)

d Jim J Je

C h}a h} ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

4 Dal D De

3 z\al Vi zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
] Syin Sy es dan ye
o stad s} es (engan titik di bawah)
ol d}ad d de (dengan titik di bawah)
b tla t} te (dengan titik di bawah)
) zla z zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain ¢ apostrof terbalik

£ Ga G Ge

< Fa F Ef

J Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

p Mim M Em

o Nun N En

3 Waw W We

® Ham H Ha

& Hamzah ¢ Apostrof

$ Ya Y Ye
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Hamzah (&) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
| Fathah A A
) Kasrah I I
i Dhammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
& Fathah dan ya Ai adani
3 Kasrah dan waw Au adanu
Contoh:
X kaifa BUKAN kayfa
J3a : haula BUKAN hawla
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat da huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Aksara Arab Aksara Latin
Harakat huruf Nama (bunyi) Simbol Nama (bunyi)
s 6 Fathahdan alif, A a dan garis di atas
fathah dan
waw
S Kasrah dan ya I i dan garis di atas
st Dhammah dan ya U u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf g, 4, u bisa juga diganti dengan garus lengkung
seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi 4, i, ©i.Model ini sudah dibakukan
dalam font semua sistem operasi.

Contoh:
<l : mata
=0 rama
&34 : yamiitu
4. Ta marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marbitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h).Kalau pada kata yang berakhir dengan fa marbiitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Jabdi s : raudah al-atfal

Al Al . al-madénah al-fadilah
&S : al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)



Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

&) :rabband
WS najjadna
&ali: al-hagq
&adi: al-hajj

A% nu'ima
5% ‘aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (3).

Contoh:
e : “Ali (bukan “aliyy atau ‘aly)
is=3e | : “Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘ Araby)
6. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf J (alif lam
ma arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf
syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:
Gull al-syamsu  (bukan: asy-syamsu)

A3 al-zalzalah (bukan: az-zalzalah)
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AL al-falsalah
SU: al-biladu
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:

03545 ta murina
¢ 53 al-nau’
8 syaiun
&Sl umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Hadis, Sunnah,
khusus dan wmum.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam
penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an,
dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian

dari teks Arab.
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Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karim

Al-Sunnah gabl al-tadwin
9. Lafz aljaldlah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muddf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
W dinullah Ay billdh

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada /lafz al-
jaldlah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:
A 335828 hum fi rahmatillih
10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

xiii



referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahu wa ta’ala
saw. = sallallahu ‘alaih

as

H

M

SM belum Masehi
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ABSTRAK

M. Risman Azis, 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah
Minimum Di Kota Palopo Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”.
Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing
oleh Anita Marwing dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang hubungan kerja dalam aktivitas ekonomi (produksi)
antara majikan atau- perusahaan dengan pekerja/buruh dengan spesifikasinya
terkait masalah praktik pengupahan khususnya sistem Upah Minimum di Kota
Palopo dengan berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan: Untuk
mengetahui Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh komponen yang ada di
Kota Palopo dalam penanganan praktik pengupahan khususnya tentang sistem
Upah Minimum; Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh komponen yang
ada di Kota Palopo dalam mewujudkan praktik pengupahan yang ideal; Untuk
mengetahui bagaimana pandangan Islam merespon praktik pengupahan khususnya
sistem Upah Minimum di Kota Palopo. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif
kualitatif dengan sifat dari jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field
research), dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
Sumber data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder berupa hasil
wawancara dan informasi dari buku-buku, jurnal, artikel dan undang-undang.
Teknik pengolahan dan analisis.data dilakukan dengan metode Miles dan
Huberman (interaktif, dan berlangsung secara terus menerus) dengan tiga tahapan,
yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa umumnya praktik pengupahan di Kota Palopo belum bisa
dikatakan sudah cukup baik. Hal itu dikarenakan praktik pengupahan di Kota
Palopo belum sepenuhnya sesuai amanat dari perundang-undangan, di antaranya
tidak adanya lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Kota Palopo dan
organisasi Serikat pekerja/Serikat buruh se-Kota Palopo. Namun, dari pandangan
Islam bahwa upah untuk pekerja/buruh hendaknya memenuhi kaidah (nilai-nilai)
atau karakteristik Islam: Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai;
Bersegera memberikan (membayar) upah pekerja/buruh, serta utamanya
memberikan upah yang adil dan layak bagi pekerja/buruh. Terkait sampel praktik
sistem Upah Minimum di Kota Palopo terhadap sebuah perusahaan dengan
menggunakan teknik purposive sampling (sampel selektif, atau subjektif), dalam
hasil penelitian telah sesuai dengan kaidah atau karakteristik Islam.

Kata Kunci: Perspektif Hukum Islam, Praktik Pengupahan, sistem Upah
Minimum, Kota Palopo.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Persoalan upah (pengupahan) merupakan masalah yang amat krusial
dalam dunia ketenagakerjaan. Apabila tidak profesional terhadap praktik
pengupahan, maka tidak jarang memicu terjadinya demontrasi (unjuk rasa) secara
massal dengan biasanya berorasi hingga melakukan mogok kerja. Hal itu terjadi
sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak
berpihak kepada pekerja/buruh maupun perusahaan yang dianggap merugikan
pekerja/buruh utamanya berkaitan dengan upah. Dengan klaim biasanya yaitu,
sistem pengupahan yang ada dianggap belum mengakomodir kepentingan rakyat
(pekerja/buruh) atau dianggap masih belum ideal karena belum dapat memenuhi
kebutuhan hidup secara layak bagi pekerja/buruh.!

Hari Buruh Sedunia yang diperingati tanggal 1 Mei, dijadikan
pekerja/buruh sebagai momentum dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan
mereka. Pada peringatan hari tersebut yang selalu tampil dengan antusias massa
dari berbagai kalangan latar belakang dan kelompok. Hal itu menjadi pertanda,
bahwa kesejahteraan belum berada dipihak rakyat (pekerja/buruh) sebagaimana
cita-cita luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam mukadimah Undang-

Undang Dasar 1945.

'Willy Farianto, Hak Mogok Kerja dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis, UNDIP Tembalang,
2014. (Diakses Sabtu, 7/10/2019)



Pekerja/buruh dalam aktivitas ekonomi (produksi) adalah elemen panting
penting. Tanpa kehadiran pekerja/buruh tentunya perusahaan tidak berproduksi.
Sedangkan perusahaan adalah wadah penyedia lapangan pekerjaan untuk
pekerja/buruh. Dalam sebuah praktik hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan mereka saling membutuhkan. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya
mencari titik temu bagi kedua pihak utamanya mengenai persoalan upah.

Menoleh ke belakang Era tahun 1970 sampai dengan tahun 1990-an,
sebenarnya pemerintah Indonesia tidak ingin campur tangan dalam hal penetapan
upah. Namun karena kenyataannya, posisi tawar (bargaining position)
pekerja/buruh di Indonesia masih sangat rendah sehingga pengusaha atau
perusahaan-lah yang justru selalu menekan pekerja/buruh dengan upah
sedemikian rendah, dan sejumlah persoalan klasik lainnya dalam praktik
hubungan kerja. Orde Baru, yang sukses mengambil alih kekuasaan dengan
terutama menghancurkan seluruh gerakan progresif termasuk gerakan buruh yang
dilumpuhkan.

Penghancuran gerakan buruh ini terjadi secara merata ke semua organisasi
buruh yang ada pada waktu itu. Sehingga Orde Baru pun lahir dan berkembang
dengan penghilangan sebuah kekuatan pengimbang dari organisasi sosial dengan
tuntutan kesejahteraan dan keadilan sosial seperti Serikat pekerja/Serikat buruh,
yang selama tigah puluh tahun lebih berada dalam kontrol ketat negara tanpa
berpeluang menjadi kekuatan pengimbang yang sesungguhnya. Satu-satunya

Serikat pekerja/Serikat buruh yang dibolehkan ada hanyalah Serikat Pekerja



Seluruh Indonesia (SPSI), yang praktis hanya menjadi stempel dari kebijakan
Pemerintah Orde Baru waktu itu.

Barulah setelah runtuhnya Orde Baru pada Tahun 1998, beralih ke

reformasi. Peristiwa bersejarah itu membawa angin segar terhadap keprihatinan
kondisi bangsa. Bagi Bangsa Indonesia, disahkannya Undang-undang Nomor 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, inilah pertama kalinya ada
undang-undang yang merupakan pengakuan secara tegas atas keberadaan dan hak
yuridis Serikat pekerja/Serikat buruh. Berselang satu dekade lebih, lahir Undang-
undang Nomor 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi sumber
hukum materilnya. Salah satu topik penting dari peraturan tersebut adalah
mengenai organisasi Serikat Pekerja/Serikat buruh yang termuat dalam Pasal 1
Angka (1), dijelaskan bahwa:
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Menelaah bunyi Pasal di atas. Maka, disimpulkan bahwa eksistensi Serikat
pekerja/Serikat buruh ini bersifat mendasar (fundamental). Serikat pekerja/Serikat
buruh dapat menjadi kekuatan pengimbang (balancing strength) di tengah carut-

marutnya praktik hubungan kerja di Indonesia khususnya tentang persoalan

pengupahan. Kemudian, sebelumnya ada Undang-undang Nonor 2 Tahun 2004

2UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 2



tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menjadi sumber
hukum formil dalam penyelesaian perselisihan lingkup ketenagakerjaan.?
Tamatnya Orde Baru, juga menjanjikan harapan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih baik. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, yang kini tidak lagi berlaku. Undang-undang tersebut
memberi warna baru bagi tiap-daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia
pada saat itu untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri. Dalam undang-
undang tersebut memuat Pasal 7 Ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:
Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.*
Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
pemerintahan yang dimaksud, yaitu salah satunya mengenai rumusan upah untuk
pekerja/buruh yang dihendel oleh tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. Namun,
tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada
di pemerintahan pusat.” Mengamati dimensi dunia ketenagakrejaan di Indonesia
sejauh ini. Tampak jelas bahwa persoalan upah atau pengupahan memang menjadi
Big Issue, dapat pula dibahasakan menjadi suatu pembahasan yang laku

diperbincangkan oleh komponen bangsa khususnya tentang sistem Upah

Minimum.

Shttps:www.turc.or.id/sejarah-gerakan-buruh-indonesia/, (diakses Selasa, 10/12/2019).
4UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 4
SSoepomo, Hukum Perburuhan (Jakarta : Djambatan, 1993). 136



The Universal Declaration of Human Right dalam Pasal 23 ayat (2)

menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang bekerja mempunyai hak untuk memperoleh upah yang layak
dan tempat yang menjamin dirinya dan keluarganya dan adanya penghargaan atas
kemanusiaan dan dilengkapi jika diperlukan oleh perlindungan sosial dengan cara
lain.®

Sebagaimana pada bagian awal pembahasan telah menyinggung jika upah
untuk pekerja/buruh sangat penting untuk diperhatikan. Senada dengan itu, Islam
pun merespon_secara tegas (penting) persoalan upah atau praktik pengupahan.
Namun, jauh sebelum upah diterima seorang pekerja/buruh maka tentu
dibutuhkan usaha (ikhtiar) sehingga layak mendapatkan harta dunia berupa upah
dari hasil bekerja. Kemudian, dari upah itu nantinya dapat memenuhi kebutuhan
hidup pekerja/buruh, dan mendapat rida Allah swt.

Islam berprinsip bahwa bekerja adalah ibadah, bukti pengabdian dan rasa
syukur untuk mengolah dan memenuhi panggilan ilahi agar mampu menjadi yang
terbaik, karena sadar bahwa kehidupan duniawi diciptakan sebagai ujian.” Islam
tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali dengan
pertimbangan kemaslahatan. Islam tidak akan menutup peluang kerja bagi
seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya atau masyarakat umum
secara fisik ataupun mental. Setiap pekerjaan yang merusak diharamkan Allah
swt.8

Seorang muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup

sehingga eksistensinya bermakna di hadapan Allah swt. yang pada akhirnya

%Soepomo, Hukum Perburuhan (Jakarta : Djambatan, 1993). 137
"Sulaeman Jajuli, Ekonomi Dalam Al-Qur’an (Yogyakarta : Deepublish, 2017). 207
8Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta : Gema Insan Press, 1995). 51



mencapai derajat hayatun thoyyibah atau hidup yang diliputi kebaikan. Untuk
mencapai derajat tersebut maka setiap muslim diwajibkan beribadah, bekerja dan
berkarya atau berinovasi dengan kata lain, beramal saleh. Sebab esensi hidup itu
sendiri adalah bergerak berkehendak untuk mencipta, dorongan untuk memberi
yang terbaik, dan semangat untuk menjawab tantangan zaman.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara
layak sebagai manusia, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa
sandang, pangan dan tempat tinggal. Untuk mewujudkan semua itu, Islam
mengajarkan setiap orang agar bekerja dan berusaha. Sebagaimana sabda
Rasulullah Muhammad saw. sebagai berikut:
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid
bin Ma'dan dari Al Migdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang
lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi
Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR. Bukhari)’
Bekerja jika dijalankan sesuai ajaran Islam, bahkan merupakan satu bentuk
jihad yang tidak dapat dipisahkan dari signifikansi religius dan spiritual yang

tercakup di dalamnya.!® Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan

harta dunia berupa upah hasil bekerja maka diperlukan usaha (ikhtiar) dan dengan

®Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja’fi
dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Kitab. Al-Buyu’, Juz 5, No.
2072, (Beirut-Libanon : Darul Fikri, 1993). 23

19Sulaeman Jajuli, Ekonomi Dalam Al-Qur’an. 208-209



cara yang benar. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an mengenai
ketetapan bagi manusia yang bekerja, sebagai berikut:

QS. Al-Jumu’ah/62 : 10
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Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.'!

QS. At-Taubah/09 : 105
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Terjemahnya :
Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu
juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada
kamu apa yang telah kamu kerjakan.'?

Menafsirkan QS. At-Taubah/09 : 105. M. Quraish Shihab menjelaskan
dalam kitabnya Tafsir AlI-Misbah sebagai berikut:

Bekerjalah kamu, karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan

bermanfaat, baik untuk dirimu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah swt.

K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
2K ementerian Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).



akan melihat (menilai) dan memberi ganjaran amal kamu itu. Tafsir dalam
keterangan tersebut yaitu menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal
itu. Penyebutan lain dari ganjaran yaitu imbalan, upah atau kompensasi.'
Penjelasan lebih lanjut, QS. At-Taubah/09 : 105 menjelaskankan bahwa Allah
swt. memerintahkan manusia untuk bekerja, dan Allah swt. pasti membalas semua
apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling unik dari ayat ini adalah penegasan
Allah swt. bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar.'*

Mengacu pada lokasi penelitian skripsi ini yang bertempat di Kota Palopo
Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dalam penelitian ini tentunya yang menjadi
sorotan utama peneliti adalah mengenai praktik pengupahan khususnya sistem
Upah Minimum di Kota Palopo, yang akan dibahas mendalam sesuai dengan hasil
penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti, baik data hasil di lapangan maupun
sejauh kemampuan peneliti dalam mencari data pelengkap lainnya.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan tidak jauh keluar dari inti permasalahan yang akan
diteliti, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan pembatasan masalah
pada penelitian ini, yaitu hanya tentang masalah praktik pengupahan khususnya
sistem Upah Minimum di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat

disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik pengupahan di Kota Palopo?

13M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 5, (Tangerang : Lentera Hati, 2017). 670
“Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta : Raih Asa Sukses,
2008). 27



2. Kendala yang dihadapi dalam praktik pengupahan di Kota Palopo?

3. Bagaimana perspektif Islam terhadap praktik pengupahan di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh komponen yang ada di Kota
Palopo dalam penanganan praktik pengupahan khususnya tentang sistem Upah
Minimum.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh komponen yang ada di Kota
Palopo dalam mewujudkan praktik pengupahan yang ideal.

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam merespon praktik pengupahan
khususnya sistem Upah Minimum di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

a. Menjadi sumbangan khazanah ilmu pengetahuan terhadap praktik hubungan
kerja, khususnya mengenai pengupahan, yang ditinjau dari perspektif
Hukum Islam.

b. Memberikan kontribusi pemikiran khususnya tentang praktik pengupahan
dengan cara membedah lewat perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini semoga memberi manfaat secara lebih dan meluas dengan

menjadi referensi rujukan sebagaimana mestinya.
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F. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya silang pendapat (kekeliruan) terhadap
pengertian dalam penelitian ini, maka diberikan definisi konsepsional sebagai
berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hasil meninjau berupa
pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan
sebagagainya).

2. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan
pada wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laki mukalaf
(orang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang
mengikat bagi semua pemeluknya.'’

2. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara
nyata apa yang disebut dalam teori. Atau dengan kata lain, perbuatan
menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); pelaksanaan.

3. Pengupahan (Upah) adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi

Bhttps./fid. m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indinesia (diakses, Sabtu, 20/11/2021)
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pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah

atau akan dilakukan.'®

16UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5



BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dari hasil penelusuran, maka dapat diidentifikasi beberapa
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah
yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji
dalam penelitian-ini. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin mahasiswa dari Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar (2017) dengan judul penelitian Sistem Pengupahan
Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV.Fikram Jaya Teknik
di JI. Dg.Ramang Ruko No.02 Sudiang, Kota Makassar). Dalam hasil
penelitiannya di CV. Fikram Jaya Teknik, belum mengikuti konsep adil.
Karena, antara karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih
besar dengan karyawan biasa tidak ada perbedaannya dari segi upah.

2. Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum
Regional Sumatera Selatan Tahun 2015” oleh Ummahatul Mukminiati
mahasiswa Universitas Islam Negeri Palembang (2006). Penelitian tersebut
menjelaskan bahwa besaran upah dalam hukum Islam itu ditetapkan menurut
kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti membuat kesepakatan atau
perjanjian sebelum akad terjadi pada waktu tertentu. Selain itu, besaran Upah
Minimum Regional Sumatera Selatan telah sesuai atau adil berdasarkan hukum

Islam, berdasarkan SK gubernur melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

11
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UMR Sumatera Selatan, telah adil dan sesuai peraturan. Melalui survei yang
telah dilakukan oleh dewan ketenagakerjaan.

. Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah mahasiswa dari Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung (2017) dengan judul Analisis Sistem Upah Dan
Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi pada pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo
Kecamatan Kemiling). Pada penelitiannya yang bertumpuh pada sistem
pengupahan dan implikasinya, saudara Rohimah menyimpulkan bahwa praktik
pengupahan di Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling
dapat dikatakan sudah baik. Ia menambahkan, mekanisme sistem upah di
Pabrik Tahu tersebut didasarkan menurut hasil dari produksi. Lanjutnya, secara
umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip dalam
ketentuan syariat ekonomi Islam yang meliputi (penetapan besaran upah
dilakukan sejak awal perjanjian kerja dan pemberian upah dilakukan dengan
tepat waktu. Kemudian dilihat dari nilai-nilai dalam ekonomi Islam pada upah
pekerja juga sudah diberikan secara adil dan layak. Adapun sebagai Implikasi
dari sistem upah secara umumsudah cukup baik dalam perspektif ekonomi
Islam. Pemilik Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling telah
memberikan upah layak kepada karyawannya, jika dikalkulasi perbulan sesuai
dengan UMK Bandar Lampung tahun 2017. Selain upah, ada bentuk
kompensasi dan fasilitas lainnya berupa tunjangan hari raya (THR), bonus,
upah kerja lembur serta jaminan. Dan pemberian cuti pada saat hari-hari besar

untuk memberi kesempatan karyawan dalam beribadah.
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Berdasarkan dari hasil pengamatan, maka dapat diidentifikasi perbedaan

antara penelitian terdahulu yang telah diterangkan di atas dengan penelitian yang

diangkat oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1.

Penelitian yang ditulis oleh Rafiuddin. Perbedannya, terletak pada judul
penelitian, tempat dan hasil penelitian. Perbedaan lainnya juga pada cakupan
penelitiannya yang hanya mencakup satu sampel saja, yaitu di perusahaan
CV.Fikram Jaya Teknik. Adapun yang menjadi persamaannya, yaitu terletak
pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif (lapangan) dan fokus
penelitiannya sama-sama membahas masalah upah (pengupahan).

Penelitian yang ditulis oleh Ummahatul Mukminiati. Perbedannya, terletak
pada judul penelitian, tempat dan hasil penelitian. Perbedaan lainnya juga
terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan
(library research). Adapun persamannya, yaitu sifat penelitian sama-sama lebih
ke universal walaupun cakupannya berbeda, juga persamaan lainnya yaitu

sama-sama membahas masalah upah (pengupahan).

. Penelitian yang ditulis oleh Rohimah. Adapun Perbedaannya, terletak pada

judul penelitian, tempat dan hasil penelitian. Namun secara substansi terdapat
unsur yang menjadi persamaannya, yaitu pada fokus penelitian yang sama-

sama mengkaji soal upah (pengupahan).
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B. Konsepsi Pengupahan (sistem Upah Minimum)
1. Pengertian Upah

Menurut T. Gilarso, memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor
produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang
lembur, tunjangan dan lain lain.!” Masih senada dari penegertian sebelumnya,
menurut Endang Dyah Widyastuti menyimpulkan upah adalah suatu penghargaan
atau balas jasa yang diberikan pengusaha kepada karyawannya atas pekerjaan atau
jasa-jasanya kepada pihak pengusaha dalam kurun waktu tertentu.'®

Pendapat lainnya oleh Veithzal Rivai, upah didefinisikan sebaga balas jasa
secara adil dan layak yang diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam
mewujudkan tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang
diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan
atau banyak pelayanan yang diberikan.!” Sedangkan, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 Angka (30) Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

17T, Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta : Kanisius, 2003). 211

8Endang Dyah Widyastuti Dan Waridin, Pengaruh Imbalan, Kondisi Fisik Lingkungan Dan
Hubungan Antar Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis,Volume 17 (Ekobis, 2002).
121

YVeithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2009). 758
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2. Kebijakan Sistem Upah Minimum

Pasal 88 (Bagian Kedua), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, diterangkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka
untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan
yang melindungi pekerja/buruh. Adapun kebijakan yang dimaksud, satu di
antaranya yaitu Upah-Minimum.
3. Pengertian Upah Minimum

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
menyebutkan Upah Minimum dibagi menjadi dua bagian yakni Upah Minimum
berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan Upah Minumum
berdasarkan sektoral pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota.?’

Status sistem Upah Minimum, dalam PP Nomor 78 Tahun 2018 tentang
Pengupahan, dijelaskan bahwa:

Pasal 41 ayat (1)

Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.

Pasal 41 ayat (2)

Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan
terendah yang terdiri atas:

a. Upah tanpa tunjangan; atau

b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah Minimum sebagaimana maksud dari Pasal 41 ayat (1) di atas yaitu,

Upah Minimum yang hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja

20UU Nomor 13 Tahnu 2003 tentang Ketenagakerjaan. 23
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kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.’! Kemudian,
masih dalam PP yang sama pada Pasal 42 ayat (2) nya diterangkan bahwa:

Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih
dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di
Perusahaan yang bersangkutan.

Sebagaimana penjelasan di atas. Pengertian Upah Minimum yang termuat
dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, untuk lebih lengkapnya mengenai Upah
Minimum terdapat dalam peraturan turunannya, yaitu Permenaker Nomor 15
Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Pengertian Upah Minimum menurut Permenaker Nomor 15 Tahun 2018
tentang Upah Minimum :

Pasal 1 Angka (1)

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau
upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai
jaring pengaman.

Selanjutnya, disebutkan bahwa Upah Minimum terdiri atas beberapa

bagian, yakni sebagai berikut:**

1. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah
Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1
(satu) provinsi.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah
Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

3. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah
Upah Minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu)
provinsi.

4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjunya disingkat UMSK
adalah Upah Minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam 1 (satu)
kabupaten/kota.

2IPP Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan. 21
22Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. 3
Z3Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. 3
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Keterangan:

Sektoral adalah kategori lapangan Usaha beserta pembagiannya menurut
Klasifikasi Baku Lapngan usaha Indonesia (KBLI). Sedangkan Sektor unggulan
adalah sekumpulan perusahaan dalam 1 (satu) sektor yang memenuhi kriteria
mampu membayar Upah Minimum lebih tinggi dari UMP atau UMK.>*

4. Mekanisme Penetapan Upah Minimum
PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dijelaskan bahwa:

Pasal 41

(1) Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.

Pasal 42

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku
bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada
Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja (1) tahun atau lebih dirundingkan
secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang
bersangkutan.?’

Kemudian, dalam Pasal 43 ayat (1) merujuk (menjawab) bunyi Pasal 41 di
atas diterangkan bahwa, penetapan Upah Minimum dilakukan setiap tahun
berdasarkan kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.?® Sebelumnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan pada Pasal 89 ayat 2 juga menerangkan bahwa:

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada
pencapaian kebutuhan hidup layak.?”

Adapun penjelasan dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menurut

peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

24Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Mnimum. 3-4
PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 21

26PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 21

27UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 23
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Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar
kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik
dalam 1 (satu) bulan.?®

Selanjutnya, Pasal 44 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan :

(1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
dihitung dengan menggunakan  menggunakan formula perhitungan Upah
minimum.

(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

UMn = UMt+ {UMt x (Inflasit + % A PDBt)}

Adapun penjelasan lengkap mengenai formula perhitungan upah
minimum, dapat dilihat dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah

Mnimum sebagai berikut:*

Pasal 2

(1) Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan menggunakan formula perhitugan upah minimum.

Pasal 3

(1) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) adalah Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil
perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat
inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik
bruto tahun berjalan.

(2) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

UMn= UMt + {UMt x (Inflasi t + % A PDB t)}

(3) Formula perhitungan Upah Minimu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan keterangan sebagai berikut:

UMn = Upah Minimum yang akan ditetapkan.
Umt = Upah Minimum tahun berjalan.
Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu

sampai dengan September tahun berjalan.

28Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. 2
2Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. 5-6
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A PDBt = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari
pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode
kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan
IT tahun berjalan.

Keterangan:
a. Inflasi yang dimaksud merupakan inflasi tahun ke tahun (year on year).
b. Produk domestik bruto (PDB) di atas merupakan produk domestik bruto
harga konstan.
c. Tentang Pasal 3 ayat (1), tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat
pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan menggunakan data dan
informasi yang bersumber dari lembaga dan yang berwenang dibidang
statistik.*°
5. Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan yang mulanya termuat dalam induk peraturan
ketenagakerjaan, yaitu UU Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada
Pasal 98 ayat (1). Mengamanatkan secara tersirat agar sekiranya dibentuk Dewan
Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut bunyi Pasalnya:
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan
pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan
sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.?!

Adapun pengertian dan pembagian Dewan Pengupahan menurut Keppres

Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, sebagai berikut:*

Pasal 1 Angka (1)

Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.

3%Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. 6
31UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 26
32K eppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 1-2
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Kemudian, dalam Pasal 2 nya disebutkan Dewan Pengupahan terdiri dari:

a. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas;
b. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov;
c.Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.

Pasal 3 nya : Menjelaskan ke-tiga pembagian Dewan Pengupahan di atas,
bahwa Depenas dibentuk oleh Presiden, Depeprov dibentuk oleh Gubernur, dan
Depekab/Depeko dibentuk oleh Bupati/Walikota.

Disimpulkan bahwa, Dewan Pengupahan terdiri dari tiga kelompok
pembagian wilayah kerja, yakni Depenas berada di pusat, Depeprof (daerah
tingkat provinsi), dan Depekab/Depeko (daerah tingkat kabupaten/kota). Secara
substansi, keberadaannya diharap bertujuan dapat memberi kontribusi terhadap
penanganan praktik pengupahan terkhusus tentang sistem Upah Minimum, baik di
tingkat daeerah kabupaten/kota dan provinsi mauupun secara nasional.

C. Konsepsi Pengupahan Perspektif Islam
1. Jejak Praktik Pengupahan dalam Islam

Mengawali pada sebuah peristiwa heroik pada Tahun 622, yaitu ketika
Rasulullah Muhammad saw. hijrah (berpindah atau menyingkir) dari Mekah ke
Yastrib (Madinah) bersama sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Heroiknya,
Rasulullah saw. datang ke Madinah sebagai seorang nabi, dan bukan seorang
penakluk. Buktinya terdapat dalam hasil perjanjian Dustur al-Madinah (Piagam
Madinah), yang merupakan sebuah perjanjian formal antara Rasulullah saw
dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Salah satu poin
penting dari Piagam Madinah ialah mengenai konsep keadilan bagi segenap

penduduk Yastrib (Madinah) dalam menjalani kehidupan yang damai ditengah
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keberagaman.®* Rasulullah saw. dalam aspek kehidupan sosialnya memang sangat
mendisiplinkan agar praktik keadilan ditegakkan, dengan secara eksplisit
termasuk tentang praktik pengupahan, Rasulullah saw. rahmatan-lil-alamin
(rahmat bagi semesta).

Dahulu, segala barang dagangan yang harus diangkut, tentu tidak akan
mampu diangkat jika hanya bergantung dengan tenaga manusia saja. Untuk itu,
diperlukan adanya alat kendaraan pengangkut agar bisa memindahkan barang
dagangan. Namun, tidak semua pedagang pada waktu itu mempunyai alat
kendaraan pengangkut, sehingga timbullah keinginan untuk bekerja sama, antara
si pedagang dengan pemilik kendaraan pengangkut. Seiring waktu, perkembangan
ekonomi (hubungan kerja) meningkat yakni antara pemilik barang dagangan dan
pemilik kendaraan pengangkut, pemilik barang dagangan dengan jasa atau
pemilik kendaraan pengangkut dan para pekerja/buruh yang bekerja. Selanjutnya,
antara pengusaha atau pedagang yang memiliki modal dengan buruh yang
mempunyai tenaga. Hubungan inilah yang kemudian dalam istilah [Imu Fikih
dinamakan al-ljarah (sewa-menyewa). Lalu pekerjaan sewa-menyewa atau upah-
mengupah menjadi suatu cabang perekonomian pula. Praktik sewa-menyewa atau
upah-mengupah ini telah berlangsung dalam segala bidang dan lapangan ekonomi
yang meliputi seluruh hajat hidup manusia beserta kebergantungannya. Sehingga
kemudian dalam praktik hubungan kerja, sewa-menyewa atau upah-mengupah

pun menjadi suatu mata pencaharian manusia yang penting..>*

33Gamal al-Banna, Relasi Agama & Negara, (Jakarta : MataAir Publishing, 2006). 12-15
34Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia,
2002). 195-196
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2. Pengertian Upah menurut Islam
Menurut pandangan Islam, upah yaitu dalam pembahasan Ujrah.

Penamaan tersebut karena dalam bahasa arab, ujrah berarti upah. Secara tata

bahasa, ujrah atau ijarah atau ajaarah dan yang fasih adalahi /jarah, yaitu masdar

sami dari fiilijara dan ini menurut pendapat yang sahih. Menurut etimologi al/-
ljarah berasal dari kata al/-ajrun yang arti menurut bahasanya yaitu al-Iwadl, dan
arti dalam bahasa Indonesia-nya adalah ganti atau upah. Adapun menurut
istilahnya, upah adalah pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang
disediakan dan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerjanya.>’

Beberapa definisi Ujrah atau al-ljarah menurut para Ulama Mazhab
sebagai berikut:*

a. Al-Hanafiyah, Ujrah atau ljarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan
imbalan.

b. Asy-Syafi’iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara
jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan
tertentu.

c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat terdap suatu harta
benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu
imbalan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diberikan gambaran bahwa

Upah (Ujrah) adalah sesuatu baik berupa uang ataupun ataupun sesuatu yang

lazim dapat diterima dan digunakan sebagai imbalan atas balas jasa, dan sebagai

3 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta :
Multi Karya Grafika,1998 ). 29
36Abdul Rohman Ghazaly, Dkk., Figh Muamalat (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010). 277
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pengganti atas pengorbanan jasa yang telah diberikan oleh pekerja/buruh dalam
memenuhi permintaan majikan atau yang mempekerjaan.

Referensi lainnya, bila yang menjadi objek traksaksi adalah manfaat atau
jasa dari benda disebut ijarah al-ain atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah
untuk ditempati, dan bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa
dari tenaga seseorang maka disebut ijarah al-zimmah atau upah-mengupah.
Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab, yaitu ijarah.’’

3. Dasar Hukum Ijarah (Upah/Ujrah)

Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa, ljarah disyariatkan dalam
islam. Adapun landasannya bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunah dan Jjma ™.
a. Al-Qur’an

QS. At-Talag/65: 6
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Terjemahnya :

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, makaberikanlah
mereka upahnya.*®

QS. Al-Qasas/28: 26-27
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37Abdul Rohman Ghazaly, Dkk., Figh Muamalat. 277
38K ementerian Agama R, AI-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
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Terjemahnya :
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku!
Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan
dapat dipercaya.”” Dia (syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud
bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak
perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama
delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah
(suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya
Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.>”
b. As-Sunah
Rasulullah Muhammad saw. memberikan petunjuk yang harus dijalankan
kaum muslimin dalam penetapan upah sebelum pekerja/buruh memulai
pekerjaannya, yaitu terlebih dahulu memberikan informasi upah yang akan
diterima. Dengan memberikan informasi upah tersebut, maka diharapkan akan
memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaannya, dan
dengan itu akan memberikan ketenangan.
Umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran
upah sesuai kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Demikian

pula upah yang dibayarkan kepada para pekerja boleh dibayarkan berupa uang,

barang, atau hewan (ternak). Sebagaimana satu riwayat bahwa Umar bin Khattab,

3Kementerian Agama R, AI-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
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pernah memberikan upah kepada gubernur Himsha yaitu Iyad bin Ghanam berupa
uang satu dinar, satu ekor domba dan satu mud kurma setiap hari.*°
c. ljma’

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-I/jma’ (bersepakat), bahwa ljarah
dibolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Dawud, dan Nasa’i dari Sa’id ibn Abi Wagash.*!

4. Rukun Jjarah dan Syarat Upah/Ujrah
a. Menurut jumhur ulama, rukun /jarah ada empat yakni:
1) ‘Agid (orang yang akad)
2) Shighat akad (ucapan atau ungkapan atas suatu perjanjian)
3) Ujrah (upah)
4) Manfaat
b. Para ulama telah menetapkan syarat upah (Ujrah) yakni:
1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2) ‘Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah
menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.*?
5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Sistem penetapan upah pekerja/buruh dalam produksi perusahaan penting
untuk diperhatikan dan dilaksanakan, sebelum hingga ingin memberikan
(membayar) upah untuk pekerja/buruh. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam
Islam ditetapkan dari kesepakatan antara majikan atau perusahaan dan pekerja

dengan menjaga kepentingan kedua pihak. Islam-pun mengatur bagaimana

“Lukman Hakim., Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Bandung : Erlangga, 2012). 202
#'Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000). 124
42 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah. 125, 129
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memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja
sesuai dengan prinsip kelakan dari atas upah. Upah tersebut juga menjadi
tanggung jawab Negara untuk mempertimbangkan besaran upah agar tidak terlalu
rendan dan tidak terlalu tinggi.** Adapun kaidah dalam praktik pengupahan yaitu
sebagai berikut:
a. Upah Harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja harus jelas,
berapa besar upah yang akan ditetapkan oleh pengusaha atau perusahaan kepada
pekerja/buruhnya.** Sehubungan dengan itu, Rasulullah Muhammad saw.
memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin dalam ketentuan
penetapan upah sebelum pekerja/buruh memulai pekerjaannya, yaitu sebagai

berikut:

w38 oG 22 ik 2 A A BUTT J6 O6 BT JB gls 43 52 G

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah
memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami
Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, Jika
kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya. (HR. An-Nasa’I)*
Rasulullah Muhammad saw. dalam hadisnya di atas, telah memberikan
petunjuk agar majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya

upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia memulai pekerjaannya. Dengan

adanya informasi besaran upah yang diterima, maka diharapkan dapat

43 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Isla, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf 1995). 365

4K ahar Masyhur, Bulughul Maram (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992). 515

#Jalaluddin Assyuthi, Sunan Nasa’l, Kitab. Al-Muzaara’ah, Juz. 7, (Beirut-Libanon : Darul Fikri,
1930). 31-32
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memberikan dorongan semangat untuk bekerja, dan tentunya semakin
menghindari kecurangan dan/atau kerugian dari kedua belah pihak.
b. Bersegera Memberikan (Membayar) Upah

Rasulullah Muhammad saw. menganjurkan seorang majikan (pemberi
kerja) agar memberikan upah kepada para pekerja ketika mereka telah

menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda :

N

& g PR 1= P o & o o - z o - //o/‘ ° e ° L or (7 F
A Jsts JB JB 2 3 Al e Gl B2 AT 5 i A A s

(il ool oley) A2 Zal OF 5 88T 5 kel dlas e & Jo
Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari
Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.
(HR. Ibnu Majah)*®
Berdasarkan hadis di atas. Maka, apabila seorang pekerja/buruh telah
melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, maka
pihak yang mempekerjakan wajib membayar upah sebelum keringat pekerja yang
mengucur itu mengering, atau jika telah ada kesepakatan sebelumnya bahwa
pembayaran upah dilakukan sesuai perjanjian kerja misalnya upah dibayarkan per
setiap pekan. Hadis di atas juga sangat jelas memberikan gambaran bahwa ketika
mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaknya upah pekerja diberikan dengan
sesegera mungkin. Anjuran tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau

kekhawatirannya atas upah mereka karena mengalami keterlambatan pemberian

upah tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan.*’

4Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, Sunan Ibnu Majah, Kitab. Al-Ahkam, Juz.
2, No. 2443, (Beirut-Libanon : Darul Fikri, 1981). 817
47Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, Bulughul Maram, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992). 515



28

c. Memberikan Upah yang Adil

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas
pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah swt. dalam Al-
Qur’an sebagai berikut:

QS. An-Nahl/16 : 90
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Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh: (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.*®

QS. Al-Ahqaf/46 : 19
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Terjemahnya :
Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka

kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan
mereka tidak dirugikan.*’

“Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
“Kementerian Agama RI, 4I-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
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QS. An-Najm/53 : 39
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Terjemahnya :

Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.>

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa, pekerjaan seseorang akan dibalas
menurut jenis dan berat pekerjaannya. Al-Faruqi menegaskan, bahwa bayaran
yang sama akan diberikan dengan pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan ada
pekerjaan yang tidak dibayar. Sedangkan Maudidi menegaskan bahwa kebijakan
besaran upah yang berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbada. Islam
menghargai keahlian dan pengalaman. Upah boleh saja berbeda dari tempat satu
ke temapat lain dan tergantung pada kondisi dan iklim suatu tempat, tetapi
perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.’!

Untuk itu, upah yang diberikan kepada masing-masing pekerja bisa
berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.
Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam
menentukan jumlah upah yang diterima pekerja. Bagi yang sudah berkeluarga,
upahnya dua kali lebih besar dari pekerja yang masih lajang. Karena mereka harus
menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya agar mereka
tetap bisa memenuhi kebutuhan dan hidup secara layak. Pada masa Khalifah
Umar r.a, gaji (upah) pegawai yang diberikan disesuaikan berdasarkan tingkat

kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Maksudnya, jika tingkat

S9Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
S'Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistesm Penggajian Dalam Islam, (Jakarta : Raih Asa
Sukses, 2008). 35
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biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah harus dinaikkan sehingga
mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.?
d. Memberikan Upah yang Layak

Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak
untuk diberikan kepada pekerja/buruh, layaknya praktik pengupahan kontemporer
seperti sistem Upah Minimum. Namun Islam memberi gambaran umum tentang
etika tata cara dalam praktik pengupahan. Sebagaimana firman Allah swt. sebagai
berikut:
QS. Asy-Syu’ara’/26 : 183
“OadC e i BXFULOORNQA@Etes o+ @

«+ 40 SHDLONS o 903 AL
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Terjemahnya :

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan
janganlah membuat kerusakan di bumi:*3

Islam menganjurkan, dalam menetapkan besaran hendaknya memenuhi
konsep kelayakan. Upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu
tercukupinya pangan, sandang dan papan (tempat tinggal). Selain itu, upah yang
akan ditetapkan harus sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu, dan juga
memperhatikan batas kewajaran atau tingkat kemampuan pengusaha atau

perusahaan dalam menetapkan upah untuk pekerja/buruh.

52Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. 202-203
S3Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).



D. Kerangka Pikir

31

Kerangka berpikir pada penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan

sebagai berikut:

Upah Minimum

Hukum Positif
Aturan Perundang-undangan:
1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 D

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Ayat 2, Pasal 28 E Ayat 3, Pasal 28 H Ayat 1).

v

Hukum Islam
Al-Qur-an, Hadis




Kesimpulan

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang
bersifat menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah
yang ada sekarang berdasarkan data, dengan cara menyajikan, menganalisis, dan
menginterprestasikan data. Sifat dari jenis penelitian adalah penelitian lapangan
(field research), penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami
secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan
sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah Yuridis Normatif dan
Sosiologis. Penulis melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks
Al-Qur’an, yuridis karena menggunakan bahan hukum (perundang-undangan)
yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan
interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau
masyarakat.
B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palopo, yang
beralamat di Jl. Opu Tosappaile, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota

Palopo.
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C. Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini yang dijadikan bahan penelitian yakni:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber
pertama di lapangan. Data primer yang dimaksud ialah hasil wawancara dengan
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palopo atau yang mewakili, dan
pekerja/buruh (karyawan) pada sebuah perusahaan yang berstatus sebagai
narasumber ke-dua dari sebelumnya.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau sumber
sekunder. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, undang-
undang, penelitian terdahulu, atau data pendukung lainnya yang diperoleh dari
instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini, yaitu:
1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke tempat
yang diteliti berdasarkan studi kasus (lokasi) penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara
peneliti dan informan berdasarkan garis-garis besar pertanyaan.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-

karya monumental yang berkaitan dengan penelitian.
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau Alat Pengumpul Data (APD) merupakan suatu
alat yang digunakan untuk memperoleh data. Tolak ukur keberhasilan suatu
penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, untuk
suatu penelitian lapangan yang meliputi pedoman wawancara atau daftar
pertanyaan yang telah disediakan, maka dibutuhkan alat bantu seperti kamera, alat
perekam dan alat tulissmenulis.>*
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat peneliti
berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis.
Pada penelitian ini, analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses
pengumpulan data. Dengan model analisis interaktif, proses analisis data
dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
dicatat dalam catatan lapangan, yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan
reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat,
didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan
penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan
reflektif, yaitu catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran peneliti
tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data

untuk tahap berikutnya.

Shitps://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/1 1/pengertian-instrumen-penelitian-menurut-para-
ahli-jenisnya.html (diakses Selasa, 17/12/2019).
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2. Reduksi Data

Sebuah langkah mengarahkan atau membuang (penyederhanaan) yang
tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat
diperoleh sesuai dengan permasalahan.
3. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah
peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian dari data
penelitian.-Hal ini dimaksudkan untuk pengorganisasian data ke dalam satu
bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data
dilakukan secara induktif, yaitu mengurai setiap masalah dalam permasalahan
penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian lebih spesifik.
4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi (pemeriksaan)
setiap data-data yang telah direduksi. Setiap kesimpulan awal masih bersifat
sementara yang dapat berubah jika diperoleh data baru dalam pengumpulan data
berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan data yang diperoleh akan diverifikasi selama

penelitian berlangsung yang tentunya melibatkan interpretasi peneliti.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum
1. Profil Kota Palopo

Kota Palopo, yang dahulu disebut sebagai Kota Administratif (Kotif)
Palopo. Karena memang menjadi sentra administrasi untuk seluruh wilayah yang
termasuk di dalamnya atau merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring waktu,
ketika reformasi tumbang melahirkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun
2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah. Kedua peraturan tersebut, telah membuka peluang bagi
Kota 'Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah
persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom, berangkat
dari aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, ditandai
dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi
Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur lembaga penguat dengan
pernyataan dukungan, sebagai berikut :
1. Surat Bupati Luwu, No. 135/09/TAPEN Tanggal 9 Januari 2001 tentang Usul

Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo.
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2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No.55 Tanggal 7 September Tahun 2000
tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotif Palopo menjadi Kota
Otonomi.

3. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTOADA Tanggal 3
Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo.

4. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/111/2001 Tanggal 29 Maret
2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo.

Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan
dukungan dari Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda,
Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi, dan juga dibarengi oleh Aksi Bersama
LSM Kabupaten Luwu dalam memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota
Palopo, yang kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Barulah setelah Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri
(Depdagri) meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi
wilayah dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi
dan sebagai pusat pelayanan jasa perdaganagan terhadap beberapa kabupaten di
sekitarnya. Pada tanggal 2 Juli 2002, dengan ditandatanganinya prasasti
pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia berdasarkan Undang-undanmg Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi
Sulawesi Selatan. Maka, akhirnya Kota Palopo dinyatakan menjadi sebuah daerah

otonom, terpisah dari induknya yaitu Kabupaten Luwu.>® Berikut uraian data

Shttps.//palopokota.go.id/ (diakses Senin, 08/03/2021).
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tambahan yang dikutip sebagian banyak dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Palopo :
1. Luas Wilayah Kota Palopo

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari
Kabupaten Luwu, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan
Kecamatan Walenrang (Kabupaten Luwu), sebelah Timur dengan Teluk Bone,
sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua (Kabupaten Luwu) dan
sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon (Kabupaten Tana Toraja).
Adapun luas administrasi Kota Palopo yaitu sekitar 247,52 kilometer persegi atau
sama dengan 0,3% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Diawal
terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Kecamatan
yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Seiring dengan perkembangan dinamika
Kota Palopo dalam segala bidang, maka pada Tahun 2006 wilayah kecamatan di
Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.>
2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palopo

Penduduk Kota Palopo Tahun 2020 tercatat sebanyak 184.000 jiwa.
Terdiri dari 92.444 jiwa laki-laki dan 92.237 jiwa perempuan, dengan demikian
maka rasio Jenis Kelamin sebesar 100,22, angka ini menunjukkan bahwa pada
100 penduduk perempuan ada 100-101 penduduk laki-laki. Pertumbuhan
penduduk dari Tahun 2010 ke Tahun 2020 sebesar 2,17 persen. Dengan luas
wilayah 245,52 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu

746 jiwa per-kilometer persegi.

Shttps.//palopokota.go.id/ (diaksses Rabu, 19/05/2021).
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2. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Pemerintah Daerah Kota Palopo, dalam rangka pelaksanaan urusan
Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kota Palopo, maka dibentuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palopo,
yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Sesial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo sendiri dimaksudkan untuk lebih
fokus, cepat, tanggap dalam menanggapi masalah ketenagakerjaan di Kota
Palopo, demi terwujudnya tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan sejahtera.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui
Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, yang pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur
dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 20016 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, aturan tersebut kemudian menjadi
landasan operasional Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Kota Palopo. Untuk diketahui bahwa
Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo berkedudukan di bawah dari dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo.>’

Adapun susunan struktur lembaga Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo,

ditampilkan dalam bentuk gambar bagan sebagai berikut:

S7Subair, Wawancara, di Dinas Tega Kerja Kota Palopo, (Kamis, 11/07/2020).



a. Struktur Lembaga Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

KEPALA DINAS
KODRAT R., S.SOS., M.SI

SEKRETARIS

FUNGSIONAL

HUNTER HOSEN, S.PL., M.SI
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SUB. UMUM &
KEPEGAWAIAN

HASLINDAH, S.TP

SUB. PERENCANAAN, KEU, EVA
DAN TINDAK LANJUT

ZULHAR HAMSIN, S.IP

KEPALA BID. DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

RAFIAH DEFRETES, SH

b

KEPALA BID. HUB. DAN INDUSTRIAL

SUBAIR, S.H

SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN
HASAN, SE

SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

RIDWAN S.E

SEKSI PERSYARATAN KERJA
ANCONG, S.Sos

SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMSOS

ARPAH BIRO, S.E

INSTRUKTUR

UPT BLK DAN LKK

KASUBAG TATA USAHA
ANDI HASNA, M.ST

Gambar : 4.2 Struktur Lembaga Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo
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3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan dari Dewan Pengupahan
secara menyeluruh. Adapun pengertian Dewan Pengupahan menurut peraturan
tersebut, yang termuat pada Pasal 1 Angka (1) sebagai berikut:
Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.>®
Memaknai bunyi Pasal di atas. Maka Dewan Pengupahan adalah sebuah
lembaga yang di dalamnya terdapat beberapa unsur kalangan, yakni dari
Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta
Perguruan Tinggi dan Pakar.
Kemudian, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau yang disingkat
dengan Depekab/Depeko, dalam Pasal 38 diterangkan bahwa:
Depekab/Depeko bertugas:
a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka:
1) Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
2) Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.>

Adapun keanggotaan (Pengurus) Depekab/Depeko, yaitu dalam Pasal 40 :

Keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi
Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar.®

Pasal 42, Kesekretariatan :

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab/Depeko dibantu
oleh  Sekretariat.  Sekretariat sebagaimana dimaksud, dibentuk oleh

Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

8K eppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 1
$%Keppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 13
89K eppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 13-14
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Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan (pengurus)
Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas dasar usul

Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan.®!

Pasal 52, tata kerja Depekab/Depeko :

Depekab/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada
Gubernur dan Menteri.%>

4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pengertian dan klasifikasi pembagian Serikat pekerja/Serikat buruh
dijelaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
pekerja/Serikat buruh, sebagai berikut:

a. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan = pekerja/buruh  dan
keluarganya.

b. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh
yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa
perusahaan.

c. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat
buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

d. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat
buruh.

e. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat
pekerja/serikat buruh.®

Tujuan Serikat pekerja/Serikat buruh menurut Pasal 4 UU Serikat
pekerja/Serikat buruh Nomor 21 Tahun 2000, melegitimasi keberadaan Serikat

pekerja/Serikat buruh sangat penting di dalam satu perusahaan ataupun di luar

'K eppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 15
2K eppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 17-18
$3UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 1
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perusahaann sesuai dengan tingkatannya. Serikat pekerja/Serikat buruh dapat
menjadi kekuatan pengimbang dalam praktik hubungan kerja. Menimbang hal
tersebut, maka konstitusi telah menjamin kemerdekaan bagi pekerja/buruh untuk
membentuk perserikatan pekerja/buruh. Adapun bunyi Pasalnya sebagai berikut:

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan,
serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan
keluarganya.

(2) Untuk mencapai® tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
mempunyai fungsi :
a.Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian

perselisihan industrial.

b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.

c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan
kepentingan anggotanya.

e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di
perusahaan.®*

B. Hasil Pembahasan

Persoalan upah (pengupahan) merupakan masalah yang amat krusial
dalam dunia ketenagakerjaan. Akibat apabila tidak profesional menangani
pengupahan, akan menjadi pemicu munculnya banyak permasalahan misalnya
aksi mogok kerja. Terjadinya mogok kerja, selanjutnya melahirkan lagi
permasalahan lain yang lebih serius. Menurut Dianta Sebayang, setidaknya ada
tiga dampak yang muncul akibat mogok kerja. Pertama, kerugian secara nilai yang

ditanggung pengusaha karena penghentian atau pengurangan produksi. Kedua,

%UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 3-4
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penurunan citra dari iklim investasi Indonesia dan ketiga, penurunan daya saing
dan produktivitas industri nasional.®

Menurut T. Gilarso, memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor
produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang
lembur, tunjangan dan lain lain.®® Dari pendapat lainnya, menurut Endang Dyah
Widyastuti, upah adalah suatu penghargaan atau balas jasa yang diberikan
pengusaha kepada karyawannya atas pekerjaan atau jasa-jasanya kepada pihak
pengusaha dalam kurun waktu tertentu.%’

Berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam Pasal 1 Angka (30)
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uvang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Selanjutnya, dalam Pasal 88 (Bagian Kedua) UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan diterangkan bahwa, setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh upah yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Maka, oleh pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh. Kebijakan yang dimaksud, satu di antaranya sistem

Upah Minimum.®®

Shitps://www.nu.or.id/post/read/123672/dampak-mogok-kerja-buruh-terhadap-kondisi-ekonomi
nasional, (diakses Selasa, 31/08/2021).

T, Gilarso, Pengantar llmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta : Kanisius, 2003). 211

$’Endang Dyah Widyastuti Dan Waridin, Pengaruh Imbalan, Kondisi Fisik Lingkungan Dan
Hubungan Antar Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Tenaga Medis,Volume 17 (Ekobis, 2002).
121

88UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 23
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Upah Minimum menurut Pasal 41, PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan :

Upah Minimum merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:
a. Upah tanpa tunjangan; atau b.Upah pokok termasuk tunjangan tetap

Kemudian, masih dengan peraturan yang sama yaitu sesuai PP yang di

atas. Dalam Pasal 42 nya dijelaskan bahwa :
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku
bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan
yang bersangkutan. (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun
atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di
Perusahaan yang bersangkutan.®’

Upah Minimum ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya sebagai jaring
pengaman berdasarkan kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang dihutung dengan menggunakan
formula penghitungan Upah Minimum.”® Adapun sistem Upah Minimum ini
terdiri dari beberapa bagian yakni:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk
seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yang berlaku
di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) adalah Upah Minimum yang
berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) provinsi.

4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah Upah Minimum
yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam 1 (satu) kabupaten/kota.”!

1. Mekanisme Praktik Pengupahan di Kota Palopo

Kota Palopo, sebagai sebuah daerah otonom berdasarkan keputusan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 21
PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 21
""Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. 3



46

memiliki luas administrasi keseluruhan, yaitu sekitar 247,52 kilometer persegi
atau sama dengan 0,3 dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi 9
Kecamatan dan 48 Kelurahan sejak tahun 2006. Dengan jumlah penduduk Tahun
2020, tercatat sebanyak 184.000 jiwa dan kepadatan penduduk 746 jiwa per-
kilometer persegi. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota
Palopo adalah sebesar 61,23 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) nya sebesar 10,37 persen.”” Melihat data persentasi Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo yang mencapai lebih dari separuh penduduk
Kota Palopo, maka menjadi sebuah tantangan bagi mereka yang termasuk dalam
data tersebut untuk dapat bertahan di posisinya sebagai pekerja/buruh, juga bagi
pihak-pithak yang terlibat dan berwenang menangangi praktik pengupahan
khsususnya sistem Upah Minimum.

Merujuk hasil penelitian penelitian pada saat di lapangan dengan teknik
wawancara langsung bersama para narasumber, yaitu bapak Subair selaku Kepala
Bidang Hubungan Insustrial dan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kota Palopo, dan saudara Andriadi selaku Karyawan di PT. Nusantara Surya Sakti
(NSS) Honda Cabang Palopo.

Wawancara yang telah terlaksana antara peneliti dengan narasumber
bapak Subair, yang berlangsung selama sekitar satu jam lebih di Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Palopo, menuai hasil kurang maksimal. Hal itu disebabkan
karena durasi wawancara terbilang singkat, dan nihilnya keterbukaan informasi

tentang data tertulis. Oleh karena itu, mengharuskan peneliti berinisiatif mencari

?Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo.
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sumber data dari narasumber lainnya untuk menunjang atau melengkapi, dan
menjawab rumusan masalah penelitian yaitu tentang praktik pengupahan
khususnya sistem Upah Minimum di Kota Palopo.

Menggunakan teknik purposive sampling (selektif, atau subjektif).”?
Narasumber lainnya yang dimaksud yaitu saudara Andriadi, berprofesi sebagai
Karyawan status magang pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang
Palopo. Sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pembiayaan
(leasing) dan penjualan kendaraan sepeda motor di Kota Palopo. Dari wawancara
peneliti dengan saudara Andriadi yang telah terlaksana, dapat dikatakan menuai
hasil cukup memuaskan. Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat
mengkorelasikan ketentuan peraturan menurut peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pengupahan khususnya sistem Upah Minimum maupun
peraturan tekhnis yang diberlakukan di lingkup perusahaan tempat saudara
Andriadi bekerja, serta kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota
Palopo. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palopo sebagai
lembaga daerah yang paling banyak bersinggungan dengan persoalan praktik
pengupahan di Kota Palopo.

Narasumber bapak Subair yang menjabat sebagai Kepala Bidang
Hubungan Insustrial dan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Palopo. Dari wawancara yang telah terlaksana antara peneliti bersama bapak
Subair, Beliau menanggapi pertanyaan dari peneliti terkait praktik sistem Upah

Minimum di Kota Palopo, sebagai berikut:

Bhttps.//penelitianilmiah.com/jenis-non-probability-sampling/ (diakses Minggu, 21/11/2021)
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Praktik pengupahan di Kota Palopo terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2019,
UMK belum pernah diterapkan. Sehingga dalam kurun waktu tersebut, UMP lah
yang menjadi acuan tetap terhadap besaran Upah Minimum di Kota Palopo.
Untuk diketahui UMP Sulawesi Selatan Tahun 2020, yaitu sebesar Rp3.103.800.74

Merujuk penjelasan bapak Subair di atas, yang menyinggung tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Menurut konstitusi yang mengatur dijelaskan
bahwa, UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu)
kabupaten/kota. UMK ditetapkan setelah UMP, dan UMK yang akan ditetapkan
harus lebih besar dari UMP. Adapun penghitungan UMK dengan menggunakan
formula perhitungan Upah Minimum seperti pada umumnya, yang dilaksanakan
oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.” Oleh karena itu, apabila UMK yang
menjadi acuan Upah Minimum di Kota Palopo, maka tentu akan memberi manfaat
secara lebih bagi kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya.

Wawancara antara peneliti dengan narasumber bapak Subair yang telah
terlaksana, juga menghasilkan beberapa poin yang berkolerasi dengan pernyataan
bapak Subair itu sendiri, dan penjelasan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) sesuai dengan penjelasan di atas, yaitu sebagai berikut :

a. Tidak adanya Lembaga Dewan Pengupahan Kabupeten/Kota di Kota Palopo

Ketiadaan Dewan Pengupahan di Kota Palopo tentunya sangat
disayangkan. Mengingat fungsi Dewan Pengupahan secara substansi bertujuan
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penanganan praktik

pengupahan, khususnya sistem Upah Minimum secara umumnya. Baik di tingkat

daerah kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga skala nasional. Namun,

"Subair, Wawancara, (Kamis, 11/07/2020).
"SPermenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. 9
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sebagaimana keterangan dari Bapak Subair ketika diwawancarai oleh peneliti,
Beliau menjelaskan sebagai berikut:

Depekab/Depeko tidak dibentuk dikarenakan adanya political will (keinginan)
dari atasan. Adapun kendala utamanya disebabkan tidak adanya suplai anggaran
untuk pembentukan lembaga Depeko ini. Dengan demikian, selama ini wilayah
kerja Depeko diambil alih oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palopo.”®

Merujuk keterangan dari bapak Subair di atas. Maka, dapat dikatakan

secara umum praktik pengupahan di Kota Palopo menyeleweng (belum sesuai)
dari amanat peraturan perundang-undangan pengupahan. Sebagaimana landasan
hukum Dewan Pengupahan yang mulanya termuat pada Pasal 98 ayat (1) UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan secara tersirat
mengamanatkan agar sekirahnya dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan
pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan
sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.”’

Menimbang tugas Dewan Pengupahan, dalam hal ini tingkat
kabupaten/kota (Depekab/Depeko). Keberadaan lembaga tersebut, tentunya sangat
bermanfaat apabila implementasinya sesuai dengan yang diharap (amanatkan) dari
peraturan perundang-undangan pengupahan. Di antara menurut fungsional
Depekab/Depeko, yaitu menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem

pengupahan nasional, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada

Bupati/Walikota dalam rangka:

"5Subair, Wawancara, (Kamis, 11/07/2020).
77UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 26
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a. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum
Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota.”®

Lembaga yang berwenang mengkaji sebagaimana bunyi Pasal di atas,
yaitu Dewan Pengupahan. Dalam proses penetapan Upah Minimum, tim yang
disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup pekerja/buruh dari
kebutuhan sandang, pangan, hingga rumah tangga yang kemudian diperoleh angka
Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang selanjutnya KHL tersebut menjadi acuan
dasar dalam penetapan Upah Minimum.
b. Tidak adanya oragnisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kota Palopo

Telah dijelaskan, bahwa keberadaan organisasi Serikat pekerja/Serikat
buruh amat penting (fundamental) dalam praktik hubungan kerja, antara pihak
pengusaha atau perusahaan dengan pekerja/buruh atau karyawan. Dalam praktik
hubungan kerja, organisasi tersebut akan dapat menjadi kekuatan pengimbang
(balancing strength) khususnya dalam hal ini mengenai praktik pengupahan.’
Sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut:
Serikat pekerja/Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.®

Menelaah bunyi Pasal di atas. Organisasi Serikat pekerja/Serikat buruh ini
dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh itu sendiri. Artinya, pekerja/buruh

terbebas dari intervensi pihak manapun untuk membentuk suatu organisasi Serikat

pekerja/Serikat buruh. Kendati demikian, mengetahui kenyataan di Kota Palopo

8K eppres Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 11
Phttps:www. turc.or.id/sejarah-gerakan-buruh-indonesia/, (diakses Selasa, 10/12/2019).
80UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 2
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tentunya menimbulkan pertanyaan khususnya bagi penulis, bahwa sekalipun
konstitusi telah menjamin hak bagi pekerja/buruh untuk membentuk organisasi
Serikat pekerja/Serikat buruh di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan,
tetapi faktanya tidak menjamin akan terbentuknya oragnisasi tersebut, dalam hal
ini Serikat pekerja/Serikat buruh se-Kota Palopo. Sebagaimana penjelasan dari
bapak Subair yang telah diwawancarai oleh peneliti, sebagai berikut:

Hingga saat ini organisasi Serikat pekerja/Serikat buruh se-Kota Palopo,
organisasinya memang tidak ada. Kemudian, terkait mekanisme sosialisasi
pengupahan di Kota Palopo, yaitu dengan mealakukan monitoring dan mentoring
pada ~setiap kesempatan temu bersama elemen pengusaha/perusahaan,
pekerja/buruh (karyawan) dan/atau masyarakat umumnya.®!

Suatu  organisasi  Serikat pekerja/Serikat buruh, yang dalam
pembentukannya juga telah diberi perlindungan dari wunion busting atau
pemberangusan serikat pekerja. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UU
Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000, yang bunyinya:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk

membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi

pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau

tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,
menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.®?

Terhadap pihak yang melanggar ketetapan bunyi Pasal di atas, maka telah
termasuk melakukan tindak pidana kejahatan, dan akan dikenakan sanksi.

Sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21

Tahun 2000 :

81Subair, Wawancara, (Kamis, 11/07/2020).
82UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 7
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Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun
dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling
banyak Rp 500 juta.®?

Ketiadaan Serikat pekerja/Serikat buruh se-Kota Palopo. Penulis
berasumsi, minimnya pemahaman masyarakat (pekerja/buruh) terkait konstitusi
yang mengatur organisasi Serikat pekerja/Serikat buruh beserta dengan fungsinya.
Kemudian, adanya kecemasan berlebihan bagi pekerja/buruh misalnya yang
paling ekstrem, yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja. Penulis juga menilai,
jika unsur komponen yang ada di Kota Palopo terkesan apatis baik dari pihak
Pemerintah Daerah Kota Palopo atau instansi lembaga daerah yang berwenang
dan bertanggung jawab menangani persoalan pengupahan khususnya sistem Upah
Minimum. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo
dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi pemerhati sosial lainnya, para
akademisi dan aktivis serta dari pekerja/buruh itu sendiri.

2. Kendala yang Dialami dalam Praktik Pengupahan di Kota Palopo

Telah diketahui bahwa, upah atau pengupahan memang menjadi persoalan
paling mendasar dalam dunia ketenegakerjaan atau praktik hubungan kerja. Besar
kecilnya upah yang ditetapkan, akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup
pekerja/buruh. Di lain pihak, ada pengusaha atau perusahaan yang juga mesti
diperhatikan, dalam hal kesanggupannya menetapkan atau membayar upah untuk
pekerja/buruhnya. Berikut tanggapan dari bapak Subair :

Pergolakan yang terjadi antara pekerja/buruh dan pengusaha atau perusahaan

menjadi tidak diketahui ujung pangkalnya. Dimana pekerja/buruh tentu
menginginkan upah yang besar atau relatif dapat mencukupi kebutuhan hidup

83UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 13
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secara layak bagi pekerja/buruh bersama keluarganya. Di lain sisi, pihak
pengusaha atau perusahaan juga menginginkan keuntungan pendapatan minimal
dengan alasan beragam dan aspek lainnya.*

Tarik ulur kepentingan pengusaha atau perusahaan dengan pekerja/buruh
semakin memanas jika pemerintah tidak profesional apatah lagi hingga acuh.
Apabila hal itu terjadi, maka praktik pengupahan akan lebih tidak sehat lagi.
Dengan kata lain, selalu ada klaim jika satu di antara pihak yang ada merasa telah
dirugikan. Adapun kendala dalam praktik pengupahan di Kota Palopo sendiri,
umumnya serupa dengan kondisi realita dari uraian di atas. Bahwa sudah menjadi
rahasia umum, pekerja/buruh tidak punya banyak kuasa dalam upaya memperoleh
upah layak yang dapat menyejahterakan kehidupan pekerja/buruh bersama
keluarganya, dan adanya kecondongan pengusaha atau perusahaan ingin meraup
pendapatan keuntungan lebih besar.

Terlepas dari yang telah dijelaskan di atas. Menurut penulis, beberapa
kendala lainnya dalam praktik pengupahan di Kota Palopo yaitu Pertama,
pekerja/buruh kurang memahami hak-haknya atau minim pemahaman tentang
sistem pengupahan. Ke-dua, pthak Pemerintah Daerah Kota Palopo seakan
kehabisan ide dalam upaya mewujudkan kesejahteraan merata bagi pekerja/buruh
dari beragam latar belakang sektor usaha dan jenis pekerjaan, yaitu dengan
melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas bagi pengusaha atau
perusahaan yang culas terhadap upah pekerja/buruhnya. Besaran upah yang
dianjurkan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu relatif

dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh secara layak bersama

84Subair, Wawancara, (Kamis, 11/07/2020).
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keluarganya. Namun, di sisi lain tentunya juga mesti memperhatikan tingkat
kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam menetapkan upah, yang
notabenenya sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi pekerja/buruh. Ke-tiga,
pihak-pihak yang ada (manusia) seringkali menyengaja dan/atau khilaf dari
eksistensialnya sebagai khalifah di muka Bumi, sehingga melupakan Tuhan.
Wallahu a’lam bish-shawab, Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang
sesungguhnya.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan di Kota Palopo

Islam merupakan agama atau sistem kehidupan yang bersifat
komprehensif (rahmatan lil’alamin), yang mengatur semua aspek kehidupan
manusia dari lingkup sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang
bersifat spiritual.®® Termasuk tentang al-Ijarah, dalam hal ini pembahasan Ujrah
(upah) dan fasihnya adalah jarah.®® Jumhur ulama fikih berpendapat, bahwa
ljarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan
yang disebut sewa-menyewa, termasuk [jarah juga mencakup transaksi terhadap
suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan yang disebut juga dengan upah-
mengupah.®’

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, dan mereka saling membutuhkan
untuk berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing. Karena pada
dasarnya suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu, akan sangat berguna dan

bermafaat bagi manusia lainnya. Berkenaan dengan itu, fitrah manusia sebagai

8Hana Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah, IAIN Purwokwerto, 2017.
(diakses Kamis, 19 Agustus 2021).

86Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. 29

8Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah. 122
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makhluk sosial dalam hal ini tentang dunia kerja dalam sebuah produksi, yang
dalam praktiknya meyangkut pula tentang praktik pengupahan. Dimana majikan
atau perusahaan membutuhkan tenaga dari pekerja/buruh untuk meningkatkan
produktivitas dan laba suatu perusahaan. Sebaliknya, pekerja/buruh juga
membutuhkan upah dari hasil bekerja pada suatu perusahaan untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun pandangan Islam terhadap praktik pengupahan di Kota Palopo
khususnya perusahaan yang wajib menerapkan sistem Upah Minimum dengan
menggunakan metode sampling. Perusahaan yang dimaksud yaitu PT. Nusantara
Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo. Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam menetapkan upah yang sesuai dengan
kaidah Islam harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik di antaranya
sebagai berikut:

a. Upah Harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Sebelum para karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang
Palopo mulai bekerja, telah ada penetapan (informasi) upah dari perusahaan
tersebut. Dibuktikan dengan diterapkannya sistem Upah Minimum di PT. NSS
Honda Cabang Palopo. Sehingga, para karyawan sudah mengetahui gambaran
besaran upah yang diterima setiap bulannya. Dengan demikian, praktik
pengupahan yang terjadi antara pihak PT. NSS Honda Cabang Palopo dengan
karyawannya, sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad saw. yaitu

majikan harus menyebutkan terlebih dahulu upah yang akan diterima
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pekerja/buruh sebelum memulai pekerjaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah

Saw. :

< 4
o - t oz
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah
memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami
Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, Jika
kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya. (HR. An-Nasa’I)®

Rasulullah Muhammad saw. dalam hadisnya di atas telah memberikan
petunjuk. Bahwa dengan adanya informasi terkait upah, maka dari pekerja/buruh
diharapkan dapat memberikan dorongan semangat ke mereka untuk bekerja, dan
tentunya semakin menghindari terjadinya kecurangan ataupun kerugian disatu
pihak yang ada, antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja/buruh.

Adapun bentuk perjanjian kerja pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS)
Honda Cabang Palopo dilakukan dengan secara lisan.” Kontrak kerja atau
perjanjian kerja -tersebut memuat informasi mengenai poin-poin hak dan
kewajiban dari kedua pihak, misalnya upah karyawan. Oleh karena itu, dapat
dikatakan telah memenuhi anjuran Rasulullah saw. bahwa upah harus disebutkan
sebelum pekerjaan dimulai. Sebagaimana keterangan dari narasumber saudara
Andriadi, selaku karyawan kategori magang di PT. NSS Honda Cabang Palopo
yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo. Sebelum karyawan
masuk bekerja, ada kontrak kerja atau hitam di atas putih sebagai tanda sepakat

antara karyawan dengan pihak perusahaan. Kontrak kerja tersebut memuat hak
dan kewajiban dari kedua belah pihak. Satu di antaranya tentang besaran upah

8Jalaluddin Assyuthi, Sunan Nasa'l, Kitab. Al-Muzaara’ah, Juz. 7, (Beirut-Libanon : Darul Fikri,
1930). 31-32
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karyawan. Baik Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Karyawan Magang,
upahnya mengacu terhadap upah standar atau sistem Upah Minimum. Misalnya
untuk Tahun 2020 sebesar Rp.3.103.800. Namun, di PT. NSS Honda Cabang
Palopo dibulatkan menjadi Rp.3.200.000 per bulan.®
b. Menyegerakan Membayar (memberikan) Upah

Jadwal pemberian upah karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS)
Honda Cabang Palopo telah memenuhi karakteristik Islam. Karena pembayaran
upah untuk semua karyawan mengacu terhadap awal bulan atau telah sesuai
dengan jadwal pembayaran upah yang telah disepakati sebelumnya dalam
perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut telah
sesuai hadis Rasulullah Muhammad saw. mengenai anjuran pemberian upah, yaitu

sebagai berikut:

< a0 2o
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari
Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.
(HR. Ibnu Majah)®
Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad saw di atas. Dapat dipahami
bahwa, seorang pekerja/buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya maka pihak
majikan atau perusahaan wajib membayar upah sebelum keringat pekerja/buruh
yang mengucur itu mengering. Dengan kata lain, memberikan (membayar) upah
pekerja/buruh mesti sesegera mingkin. Alhamdulillah hal itu telah sesuai dengan

yang diterapkan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo.

Sebagaimana penjelasan narasumber saudara Andriadi, sebagai berikut:

8 Andriadi, Wawancara, sebuah tempat di Kota Palopo (Sabtu, 12/12/2020).
%Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, Sunan Ibnu Majah, Kitab. Al-Ahkam, Juz.
2, No. 2443, (Beirut-Libanon : Darul Fikri, 1981). 817
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Pembayaran upah karyawan dilakukan setiap akhir bulan, bahkan terkadang
dipercepat. Dipercepat karena misalnya begini, jika akhir bulan bertepatan dengan
hari minggu atau hari libur kerja, maka pembayan upah akan dimajukan ke
tanggal atau hari sebelum tiba akhir bulan. Atau dengan kata lain, pembayaran
upah tidak pernah menyeberang ke awal bulan.”!
c. Nilai-nilai Islam dalam Praktik Pengupahan

Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang
layak bagi pekerja/buruh, layaknya seperti sistem Upah Minimum saat ini.
Namun, Islam memberi gambaran umum mengenai etika tata cara dalam
pengupahan sebagaimana dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nilai-nilai atau
karakteristik Islam dalam praktik pengupahan, selain anjuran untuk bersegera
memberikan (membayar) upah dan upah harus disebutkan sebelum pekerjaan
dimulai, juga mesti adanya unsur keadilan dan kelayakan. Berikut upah karyawan
PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo dilihat dari konsep adil
dan layak menurut Islam :
1) Keadilan

Merujuk keterangan narasumber saudara Andriadi, diketahui PT.
Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo menerapkan sistem Upah
Minimum untuk tiga kategori karyawannya, yakni Karyawan Tetap, Karyawan
Kontrak dan Karyawan Magang. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar
terhadap masing-masing ke-tiga kategori Karyawan tersebut, yaitu dalam hal
akses tunjangan jaminan berupa program dari Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial (BPJS), insentif atau bonus dan komisi, serta pesangon. Selain itu, juga

terdapat perbedaan lainnya, yaitu pengecualian bagi Karyawan Tetap Tertentu dan

1 Andriadi, Wawancara, (Sabtu, 12/12/2020).
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Karyawan Magang Tertentu. Sedangkan, untuk upah pokok ke-tiga kategori

karyawan yang telah disebutkan sebelumnya besaran upahnya sama, dengan

mengacu terhadap Upah Minimum sesuai yang ditetapkan setiap tahunnya.”?

Berikut keterangan dari narasumber saudara Andriadi :

Baik itu Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Karyawan Magang, upahnya
mengacu terhadap upah standar atau sistem Upah Minimum. Misalnya upah untuk
Tahun 2020, yaitu sebesar Rp.3.103.800. Namun, di PT. Nusantara Surya Sakti
(NSS Honda Cabang Palopo dibulatkan menjadi Rp.3.200.000 per bulan.”

Adapun rincian dan keterangannya sebagai berikut:

a) Sistem Pengupahan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo

Karyawan Tetap

: Gaji pokok per bulan Rp3.200.000 + Insentif (jika target

perusahaan tercapai) + Komisi Rp500.000 sampai
Rp2.000.000 (tergantung tingkat pencapaian target dari
karyawan) + Rp500.000 khusus Karyawan Tetap yang
jarak tempat tinggalnya dari kantor tempat bekerja

minimal 75 Kilometer + Pesangon.

Karyawan Kontrak : Gaji pokok per bulan Rp3.200.000 + Insentif (jika target

perusahaan tercapai) + Komisi Rp500.000 sampai
Rp2.000.000 (tergantung tingkat pencapaian target dari

karyawan).

Karyawan Magang : Gaji pokok per bulan Rp3.200.000 + Insentif (jika target

tercapai) + Komisi Rp500.000 sampai Rp2.000.000

(tergantung tingkat pencapaian target dari karyawan).

2Andriadi, Wawancara, (Sabtu, 12/12/2020).
% Andriadi, Wawancara, (Sabtu, 12/12/2020).
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Khusus Karyawan Magang Baru bagian sales lapangan
dan sales konter upahny Rp800.000 per bulan.
Sebagaimana uraian di atas tentang sistem pengupahan PT. Nusantara
Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo. Apabila dilihat dari makna adil secara
proporsional, maka telah mengandung nilai Keadilan. Hal itu, karena upah
karyawan ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya. Juga karena besar kecilnya
upah tergantung sumbangsih atau sejauh mana kerja keras karyawan terhadap
pekerjaannya (proporsional). Hal itu merupakan asas pemberian upah dalam
Islam, sebagaimana ketentuan Allah swt. dalam Al-Qur’an :

QS. Al-Ahqaf/46 : 19
o EERM > <EOCAYSORD W =m>20we0
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Terjemahnya :

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka
kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan
mereka tidak dirugikan.”

QS. An-Najm/53 : 39
RO TOB0E TN “cO@iw QOLe0
CPHA D IO ORAR o ¢&

Terjemahnya :

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

%K ementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
%Kementerian Agama R, AI-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
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Kemudian, dari surah lainnya yaitu QS. Al-Jasiyah/45 ayat 22 :
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Terjemahnya :

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap
jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan
dirugikan.”®

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas
menurut jenis dan berat pekerjaannya.”” Untuk pemaknaan Ayat 22 Surah Al-
Jasiyah menurut referensi bahwa, upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan
pekerjaan yang dikerjakan dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Untuk
itu, upah pekerja/buruh harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang
telah dikerjakannya.’®
1) Memberikan Upah yang Layak

Selain upah (pengupahan) harus adil, juga mesti adanya unsur kelayakan
(layak). Upah yang layak adalah ketika tercukupinya sandang, pangan dan tempat
tinggal. Kemudian, dari sisi pihak pengusaha atau perusahaan terkait upah yang
akan ditetapkan, juga harus sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu. Maksudnya,
yaitu dengan memperhatikan batas kewajaran atau tingkat kemampuan dari
pengusaha atau perusahaan dalam penetapan upah kepada para pekerja/buruh atau

karyawannya.

%K ementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Qur’an Kemenag), (LPMQ 2021).
Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistesm Penggajian Dalam Islam. 35
%Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. 202
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Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Upah Minimum Provinsi

(UMP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2020 sebesar Rp3.103.800 sesuai
hasil tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dengan nomor: B-M/308/HI.01.00/X/2019. Besaran UMP tersebut, Alhamdulillah
telah sesuai dengan yang ditetapkan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda
Cabang Palopo, bahkan melebihi dari yang semestinya. Sebagaimana keterangan
dari saudara Andriadi:
Upah pokok karyawan sebesar Rp.3.200.000. Alhamdulillah jumlah itu terbilang
sudah. cukup. Namun, intinya cukup atau tidak cukupnya tergantung masing-
masing karyawan. Kalau menurut saya, itu sudah mencukupi, apalagi ditambah
dengan insentif (jika target tercapai) dan bonus atau komisi (tergantung tingkat
pencapaian target dari karyawan).”

Merujuk besaran UMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang telah
disebutkan, dan adanya penambahan sejumlah upah dari perusahaan tempat
saudara Andriadi bekerja, serta dari keterangan narasumber saudara Andriadi.

Maka, upah yang ditetapkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda

Cabang Palopo kepada para karyawannya, telah dianggap layak.

9 Andriadi, Wawancara, (Sabtu, 12/12/2020).



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan uraian yang telah
dipaparkan, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik pengupahan di Kota Palopo belum dapat dikatakan sudah
baik. Hal itu berdasarkan atas beberapa poin dari hasil wawancara antara
penulis bersama narasumber bapak Subair, SH sebagai berikut:

a. Tidak adanya lembaga Dewan Pengupahan Kabupeten/Kota di Kota Palopo.
Ketiadaan lembaga tersebut tentu sangat disayangkan. Mengingat, Dewan
Pengupahan secara fungsionalnya diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap penanganan praktik pengupahan khususnya sistem Upah
Minimum.

b. Tidak adanya organisasi Serikat pekerja/Serikat buruh se-Kota Palopo.
Ketiadaan Serikat pekerja/Serikat buruh se-Kota Palopo, juga cukup
disayangkan karena keberadaan oragnisasi Serikat pekerja/Serikat buruh
amat krusial. Eksistensi dari organisasi tersebut menjadi kekuatan
pengimbang dalam dunia hubungan kerja guna memperjuangkan, membela
serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.!®

190 JU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 2
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2. Kendala yang dialami dalam praktik pengupahan di Kota Palopo adalah
disebabkan karena terjadinya tarik ulur kepentingan antara pekerja/buruh dan
penguasaha atau perusahaan. Terlepas dari itu, kendala utama (akar masalah)
dalam praktik pengupahan di Kota Palopo. Pertama, dari pihak pekerja/buruh
yang kurang memahami hak-haknya atau minim pemahaman mengenai
peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  khususnya tentang
pengupahan. Ke-dua, dari pihak pengusaha atau perusahaan, adanya
kecondongan ingin meraup keuntungan atau pendapatan lebih besar. Ke-tiga,
pihak Pemerintah Daerah Kota Palopo seolah kehabisan ide dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan merata bagi seluruh pekerja/buruh dari beragam
latar belakang sektor usaha dan jenis pekerjaan, yaitu dengan besaran upah
relatif dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh secara layak bersama
keluarganya.

3. Praktik pengupahan di Kota Palopo, dalam hal ini pada PT. Nusantara Surya
Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo sebagai sampel. Untuk menetapkan upah
yang sesuai dengan kaidah Islam, maka harus memenuhi beberapa karakteristik
di antaranya:

a. Sistem penetapan upah (Ujrah) karyawan di PT. Nusantara Surya Sakti
(NSS) Honda Cabang Palopo sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh
Rasulullah saw. Bahwa, majikan harus menyebutkan terlebih dahulu
besaran upah yang akan diterima pekerja/buruh atau karyawan sebelum
mereka memulai pekerjaannya. Dengan demikian, para karyawan

mengetahui secara jelas berapa upah yang akan diterima perbulannya.
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. Ketetapan waktu pembayaran upah karyawan PT. Nusantara Surya Sakti
(NSS) Honda Cabang Palopo sudah sangat baik, karena telah sesuai dengan
yang dianjurkan dalam Islam, yaitu upah pekerja/buruh harus dibayar
sebelum keringatnya yang mengucur itu mengering. Dengan kata lain,
menjadi keharusan untuk menyegerakan memberikan (membayar) upah
pekerja/buruh atau karyawan.

. Apabila dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Islam, PT. Nusantara Surya

Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo terbilang sudah cukup baik. Konsep

pengupahan dalam Islam yang menekankan agar upah pekerja/buruh,

hendaknya secara adil dan layak. Penetapan upah pada PT. NSS Honda

Cabang Palopo dilihat dari konsep adil dan layak sebagai berikut:

1) Pengupahan di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang Palopo
telah memenuhi unsur keadilan, karena upah pokok untuk ke-tiga
kategori karyawan yang ada nilainya sama sebesar Rp3.200.000 per
bulan. Adapun jika dilihat dari makna adil secara proporsional, juga telah
terpenuhi, bahwa besar kecilnya upah tergantung kinerja karyawan
terhadap pekerjaannya.

2) Upah untuk karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Honda Cabang
Palopo, juga telah sesuai dengan kategori upah yang layak. Karena upah
pokok karyawan berdasarkan UMP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai
Tahun 2020 dan adanya penambahan jumlah dari perusahaan tersebut,

serta insentif dan bonus atau komisi dari hasil kinerja karyawan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas. Maka, penulis menyarankan agar
pengusaha atau perusahaan dengan pekerja/buruh atau karyawan haruslah sama-
sama mempunyai iktikad baik. Kemudian, dari pihak Pemerintah Daerah Kota
Palopo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dan Lembaga Swadaya
Masyarakat atau organisasi pemerhati sosial, serta para akademisi dan aktivis.
Semua elemen tersebut mesti satu tujuan, yaitu berkolaborasi untuk
memaksimalkan upaya membenahi kondisi praktik pengupahan di Kota Palopo
secara ideal, sesuai amanat perundang-undangan dan dalam perspektif Islam.
Dengan demikian, diharap akan terwujudnya praktik pengupahan yang schat
antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja/buruh atau karyawan, yaitu

dengan tidak merugikan satu di antara pihak yang ada.
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